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Abstrak: Pelayanan Publik Pembentukan Posbakum: Mencegah Kekerasan dalam
Rumah Tangga di Desa Jambenenggang

Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Desa Jambenenggang, Kecamatan
Kebonpedes, menunjukkan urgensi perbaikan pelayanan publik. Berdasarkan data DP3A
2024, terdapat 28 kasus KDRT, dan Desa Jambenenggang menjadi salah satu penyumbang
tertinggi. Tingginya kerentanan perempuan dan anak serta belum tersedianya layanan
hukum di tingkat desa mencerminkan lemahnya desain pelayanan publik. Penelitian ini
menganalisis kebutuhan pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa (Posbakum Desa) sebagai
inovasi pelayanan publik dalam kerangka administrasi Publik. Menggunakan pendekatan
kualitatif studi kasus, data diperoleh melalui wawancara, observasi, FGD, dan analisis
dokumen. Hasil penelitian mengungkap kesenjangan antara regulasi nasional dengan
kapasitas kelembagaan desa. Rendahnya literasi hukum, ketiadaan Perdes dan SOP, serta
norma sosial yang menganggap KDRT sebagai urusan privat menjadi hambatan utama.
Pembentukan Posbakum Desa yang didasari Perdes dipandang strategis sebagai instrumen
untuk menjamin kepastian layanan, kejelasan kewenangan, dan keberlanjutan perlindungan
bagi korban. Inovasi ini diharapkan mampu mendekatkan akses keadilan dan memperkuat
peran profesional desa dalam menangani isu domestik.

Kata kunci: pelayanan publik; pos bantuan hukum desa; kekerasan dalam rumah tangga;
pemerintahan desa; akses keadilan

Abstract: : Public Service for the Establishment of Posbakum: Preventing Domestic
Violence in Jambenenggang Village

The case of Domestic Violence (DV) in Jambenenggang Village, Kebonpedes District,
demonstrates the urgency of improving public services. Based on 2024 DP3A data, there
were 28 cases of domestic violence, with Jambenenggang Village being one of the highest
contributors. The high vulnerability of women and children and the lack of legal services
at the village level reflect weak public service design. This study analyzes the need to
establish a Village Legal Aid Post (Posbakum Desa) as a public service innovation within
the framework of public administration. Using a qualitative case study approach, data was
obtained through interviews, observations, FGDs, and document analysis. The results
reveal a gap between national regulations and village institutional capacity. Low legal
literacy, the absence of village regulations and standard operating procedures (SOPs), and
social norms that consider domestic violence a private matter are the main obstacles. The
establishment of a Village Legal Aid Post (Posbakum Desa), based on the Village
Regulation, is seen as a strategic instrument to ensure certainty of service, clarity of
authority, and sustainable protection for victims. This innovation is expected to improve
access to justice and strengthen the role of village professionals in handling domestic issues.

Keywords: public service; village legal aid post; domestic violence; village government;
access to justice
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PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan persoalan struktural yang masih terus terjadi
di Indonesia dan berdampak luas terhadap kehidupan sosial masyarakat. Praktik KDRT tidak
hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga berdampak serius terhadap kondisi psikologis
serta hubungan sosial korban, khususnya perempuan dan anak sebagai kelompok paling rentan
(Sitompul, 2025). Dari perspektif Administrasi Publik, Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak
dapat lagi dipahami semata sebagai persoalan domestik, melainkan sebagai persoalan publik
yang menuntut kehadiran negara melalui mekanisme pelayanan dan perlindungan hukum yang
terorganisasi serta berkesinambungan. Hal ini sejalan dengan temuan (Dewi et al., 2023)
menunjukkan bahwa KDRT kerap dianggap sebagai urusan internal rumah tangga sehingga
tidak tertangani secara memadai. Padahal, unit pelayanan perempuan dan anak merupakan
bagian dari aparatur pemerintah yang “bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk
perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan” sebagai
pemenuhan hak dasar warga negara atas pelayanan publik. Karena itu, layanan publik yang
terstandar dan terkoordinasi menjadi keharusan agar korban memperoleh akses yang adil,
mudah, dan berkualitas.

Sejalan dengan peran unit pelayanan tersebut, penyelenggaraan pelayanan publik di
bidang perlindungan warga negara menempatkan penanganan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga (KDRT) sebagai tanggung jawab negara yang melekat dan tidak terpisahkan dari
prinsip pemenuhan hak dasar warga negara. Negara berkewajiban mengambil langkah-langkah
strategis dan hukum untuk mencegah serta menanggulangi KDRT melalui kebijakan publik,
mekanisme administratif, dan sistem penegakan hukum yang efektif, dengan orientasi utama
pada perlindungan korban dan pemenuhan rasa keadilan (Medvedska et al., 2025). Selain itu,
upaya penanganan KDRT juga menuntut keselarasan kebijakan nasional dengan prinsip-prinsip
perlindungan hak asasi manusia yang berkembang dalam kerangka internasional. Ratifikasi
berbagai konvensi internasional mendorong negara untuk memperkuat sistem perlindungan
korban melalui regulasi yang lebih responsif dan mekanisme implementasi yang efektif hingga
ke tingkat lokal (Sobko et al., 2024). Dengan demikian, penanganan KDRT merupakan bagian
integral dari pelayanan publik yang menjamin keamanan, kesejahteraan, dan hak dasar setiap
warga negara.

Secara normatif, segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga wajib dihilangkan karena
bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia serta nilai-nilai fundamental

negara yang menjunjung martabat, keamanan, dan keselamatan setiap warga. Kerangka hukum
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nasional memberikan dasar yang jelas bagi upaya penghapusan KDRT melalui Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2004. Regulasi ini menegaskan peran negara dalam pencegahan,
perlindungan, dan pemulihan korban, sehingga menempatkan penanganan KDRT sebagai
bagian dari kewajiban pelayanan publik, bukan sekadar urusan privat keluarga (Indonesia,
2004). Salah satu regulasi turunan yang memperkuat mandat perlindungan tersebut adalah
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang membuka akses bantuan
hukum gratis bagi masyarakat miskin, termasuk korban KDRT. Dalam konteks ini, bantuan
hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen litigasi, tetapi juga sebagai mekanisme negara
untuk menjamin kesetaraan akses keadilan bagi kelompok rentan (Indonesia, 2011). Di tingkat
daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum
bagi Masyarakat Miskin menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib memastikan ketersediaan
layanan bantuan hukum yang dapat diakses oleh warga, khususnya kelompok rentan.

Secara empiris, Desa Jambenenggang di Kecamatan Kebon Pedes, Kabupaten Sukabumi,
menghadapi persoalan kekerasan yang cukup kompleks dan menunjukkan tingginya kerentanan
kelompok perempuan serta anak. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sukabumi Tahun 2024, di Kecamatan Kebonpedes
tercatat 28 kasus kekerasan dalam kategori “lainnya” yang dialami perempuan maupun laki-
laki, dengan Desa Jambenenggang sebagai salah satu desa yang menyumbang angka tertinggi
(DP3A, n.d.). Jika dibandingkan dengan desa lain di wilayah utara Kabupaten Sukabumi, angka
ini menunjukkan intensitas kasus yang relatif tinggi dan tidak sebanding dengan kapasitas
kelembagaan desa yang tersedia. Data ini menegaskan bahwa persoalan KDRT di Desa
Jambenenggang bukan fenomena insidental, melainkan masalah struktural yang membutuhkan
respons kelembagaan permanen berupa Pos Bantuan Hukum Desa. Dalam banyak kasus,
pelaporan tidak terdokumentasi dengan baik, respons aparatur berjalan lambat, dan belum
terdapat struktur kelembagaan hukum desa yang mampu bertindak sebagai local justice
provider yang efektif bagi korban. Kondisi ini menempatkan warga, terutama perempuan dan
anak, dalam posisi yang semakin rentan menghadapi siklus kekerasan. Adapun data kasus

kekerasan tersebut ditampilkan pada tabel berikut:
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Tabel 1 Sebaran Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (Perempuan)

JUMLAH AMPK PEREMPUAN
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Tabel 2 Sebaran Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (Laki-laki)
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4 Lainnya 19 1 4 0 2 1 3 1 2 1 15 0 1 2 33

JUMLAH 25 1 4 1 3 2 5 1 2 2 15 3 2 2 43

Data menunjukkan bahwa Kecamatan Kebonpedes memiliki jumlah kasus kekerasan
yang relatif tinggi dibandingkan kecamatan lain di wilayah utara Kabupaten Sukabumi, dengan
Desa Jambenenggang sebagai salah satu desa penyumbang kasus terbanyak. Tingginya angka
ini tidak dapat dilepaskan dari keterbatasan mekanisme pelayanan dan perlindungan hukum di
tingkat desa, yang menyebabkan pencegahan, pelaporan, dan penanganan kasus belum berjalan
optimal. Dalam konteks Administrasi Publik, keberadaan kelembagaan hukum desa sangat
menentukan efektivitas perlindungan warga. Kajian New Institutionalism, institusi dipahami
sebagai hasil interaksi antara aturan formal, struktur organisasi, dan norma sosial yang
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membentuk pola tindakan aktor. Efektivitas sebuah kebijakan tidak hanya ditentukan oleh
keberadaan regulasi, tetapi juga oleh sejauh mana norma dan praktik sosial mendukung
implementasi aturan tersebut dalam kehidupan sehari-hari (Chappell & Waylen, 2013). Hal ini
sejalan dengan pandangan bahwa institusi mencakup “norma, nilai, dan praktik nyata” yang
berjalan berdampingan dengan lembaga formal dan informal dalam mengarahkan perilaku
warga, serta penegasan bahwa institusi terdiri dari lembaga keras (aturan dan organisasi) dan
lembaga lunak (norma, nilai, prosedur) yang sama-sama memengaruhi tindakan politik aktor
(Sobari, 2024). Oleh karena itu, pembentukan kelembagaan hukum desa (dalam bentuk Pos
Bantuan Hukum) dalam penanganan KDRT membutuhkan intervensi yang tidak hanya berhenti
pada penyusunan regulasi, tetapi juga menyasar strategi penguatan kelembagaan yang holistik,
termasuk perubahan norma, peningkatan kapasitas, dan pembangunan jejaring advokasi.
Dalam penelitian sebelumnya, peneliti menemukan bahwa kajian mengenai kelembagaan
desa dalam isu pencegahan KDRT masih menunjukkan celah signifikan (Sokovi¢ &
Randelovi¢, 2024). Sejumlah studi memang menyoroti peran lembaga penyedia layanan
terpadu atau regulasi daerah sebagai kerangka penanganan korban, namun belum banyak yang
mengkaji bagaimana desa sebagai unit pemerintahan terdekat merancang strategi kelembagaan
hukum secara komprehensif untuk memastikan akses keadilan masyarakat.Penelitian
(Sariwidayanti & Robekha, 2022) menunjukkan bahwa penanganan korban KDRT sangat
bergantung pada layanan terpadu berbasis gender dan anak, namun penelitian tersebut belum
menyentuh bagaimana desa dapat membangun unit layanan hukum sendiri yang melekat pada
struktur pemerintahan lokal. Sementara itu, studi oleh (Angga Pratama Sinaga et al., 2023) lebih
menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat sebagai strategi pencegahan kekerasan,
tetapi belum menjelaskan bagaimana kelembagaan desa dapat diatur, dibentuk, dan dijalankan
untuk menjamin keberlanjutan layanan hukum. Selanjutnya, penelitian (Nugroho & Sarjiyati,
2021) menguraikan pentingnya peraturan desa dalam penguatan lembaga adat, namun tidak
menjelaskan bagaimana perangkat kelembagaan hukum formal seperti Pos Bantuan Hukum
(Posbakum) dapat diintegrasikan ke dalam tata kelola desa. Dengan demikian, celah penelitian
(research gap) terlihat jelas pada absennya kajian yang secara spesifik membahas strategi
kelembagaan hukum desa termasuk pembentukan Pos Bantuan Hukum Unit Desa sebagai
instrumen pelayanan publik dalam pencegahan KDRT dalam konteks /ocal governance.
Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk menelaah
pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa sebagai bentuk inovasi pelayanan publik dalam

pencegahan KDRT di Desa Jambenenggang. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana
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pemerintah desa merancang struktur, prosedur, dan kapasitas kelembagaan Posbakum sebagai
mekanisme pelayanan hukum yang terintegrasi dalam tata kelola pemerintahan desa. Secara
teoretis, kajian ini diharapkan memperkaya literatur Administrasi Publik terkait inovasi
pelayanan publik, tata kelola lokal, dan penguatan kelembagaan desa. Secara praktis, penelitian
ini diharapkan memberikan dasar rekomendasi kebijakan bagi pemerintah desa dan pemangku
kepentingan dalam mengembangkan layanan perlindungan hukum yang terlembaga, terukur,

dan dapat dioperasionalkan secara berkelanjutan bagi korban KDRT.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan desain studi kasus yang
berfokus pada proses pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa Jambenenggang sebagai upaya
pencegahan KDRT. Subjek penelitian meliputi aparat pemerintah desa, pemerintah daerah,
lembaga bantuan hukum, dan unsur masyarakat, sedangkan objek penelitian adalah
kelembagaan Pos Bantuan Hukum beserta praktik layanan dan mekanisme pencegahan KDRT
di tingkat desa. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi
lapangan, analisis dokumen, dan Focus Group Discussion (FGD). Data yang diperoleh
dianalisis menggunakan analisis isi dan analisis tematik, yang mencakup proses reduksi data,
kategorisasi informasi, penemuan tema utama, dan penarikan kesimpulan mengenai kapasitas
kelembagaan desa, akses layanan hukum, serta dinamika sosial yang memengaruhi upaya
pencegahan KDRT. Validitas temuan dijaga melalui triangulasi sumber untuk memastikan

konsistensi hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Analisis Aksesibilitas Layanan Hukum Bagi Korban KDRT di Desa Jambenenggang
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan persoalan sosial dan hukum yang

kompleks. Isu ini tidak hanya terjadi dalam ranah privat, tetapi juga menuntut kehadiran negara

untuk memberikan perlindungan yang memadai (Purbowati & Redi, 2024). Negara memiliki

kewajiban hukum, sosial, dan moral untuk melindungi warganya dari kekerasan, termasuk yang

terjadi dalam lingkup keluarga (Baharudin et al., 2024). Dampaknya yang bersifat destruktif

dan berjangka panjang membuat penanganan KDRT membutuhkan respons kelembagaan yang

terpadu dari seluruh tingkatan pemerintahan, termasuk pemerintahan desa sebagai unit

pelayanan publik terdekat dengan masyarakat (Brockstedt et al., 2025). Berangkat dari urgensi
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tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(KDRT) di Desa Jambenenggang masih menghadapi persoalan kelembagaan yang signifikan
dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam konteks tersebut, upaya pencegahan
dan perlindungan korban harus bertumpu pada kerangka regulasi yang kuat dan jelas. Peran
negara menjadi sangat penting, terutama dalam melindungi kelompok rentan yang berpotensi
mengalami kekerasan (Tukan et al., 2023). Tanpa dasar hukum yang tegas, berbagai program
pendampingan, layanan sosial, maupun intervensi kelembagaan berisiko tidak terarah dan tidak
memberikan perlindungan yang optimal. Karena itu, sebelum menelaah bagaimana penanganan
KDRT dilaksanakan di tingkat desa, penting untuk memahami terlebih dahulu pondasi hukum
yang menjadi dasar tindakan pemerintah dalam mencegah dan menangani kasus KDRT.
Pemahaman ini memberikan konteks yang lebih utuh terhadap praktik penanganan di lapangan.

Namun, secara empiris hasil wawancara menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat
mengenai regulasi KDRT masih sangat terbatas. Meskipun kerangka hukum seperti UU Nomor
23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 33 Tahun
2022 telah menetapkan mekanisme perlindungan, pelaporan, dan layanan pendampingan,
informasi tersebut belum tersosialisasi secara memadai di tingkat desa. Berdasarkan keterangan
Ketua SBMI, yang juga merupakan tokoh perempuan setempat, menjelaskan bahwa sebagian
besar warga tidak mengetahui adanya aturan yang mengatur prosedur pelaporan maupun hak-
hak korban. Pemerintah desa pun belum memiliki regulasi teknis atau pedoman operasional
yang dapat dijadikan rujukan dalam menangani kasus. Kondisi ini berdampak pada rendahnya
kesadaran hukum, terutama di kalangan perempuan, yang sering kali tidak memaknai kekerasan
psikis, penelantaran, maupun kekerasan ekonomi sebagai tindakan melanggar hukum. Berbagai
bentuk kekerasan tersebut masih dianggap sebagai persoalan rumah tangga sehingga banyak
kasus tidak dilaporkan dan tidak memperoleh penanganan yang sesuai.

Ketidaktahuan terhadap aspek hukum ini diperkuat oleh norma budaya yang
menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga yang dianggap berhak “mendidik™ istri atau
anak, sehingga berbagai tindakan kekerasan dipandang sebagai hal yang lumrah. Hasil
wawancara menunjukkan bahwa sekitar satu dari sepuluh perempuan pernah mengalami
kekerasan tetapi tidak menyadari dirinya sebagai korban, terutama ketika bentuk kekerasan
tidak bersifat fisik, seperti kekerasan psikis, ekonomi, atau penelantaran. Situasi ini
menggambarkan bahwa konstruksi budaya dan rendahnya kesadaran hukum saling
memperkuat, sehingga perempuan cenderung menormalisasi kekerasan dan tidak mencari

bantuan hukum. Sementara itu, perempuan yang lebih mandiri secara ekonomi cenderung
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memiliki keberanian untuk melapor, meskipun tetap dihadapkan pada dilema sosial seperti
kekhawatiran terhadap nasib anak apabila suaminya diproses secara hukum.

Kondisi di Desa Jambenenggang ini ternyata selaras dengan hasil penelitian terkini
tentang kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan pola serupa: norma budaya, tekanan
sosial, dan persepsi bahwa KDRT adalah urusan privat terbukti menghambat korban untuk
mengakses layanan formal dan mendorong mereka lebih banyak bergantung pada dukungan
informal seperti keluarga, tetangga, atau tokoh komunitas (Green et al., 2024). Temuan empiris
di Desa Jambenenggang dengan demikian sejalan dengan literatur terbaru yang menegaskan
bahwa keberanian perempuan untuk melapor tidak hanya ditentukan oleh adanya aturan hukum,
tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kemandirian ekonomi, konfigurasi relasi kuasa dalam
rumah tangga, dan kekuatan norma sosial yang mengatur perilaku mereka dalam mengambil
keputusan mencari bantuan.

Kesenjangan antara regulasi dan realitas sosial tersebut semakin nyata ketika melihat
kapasitas operasional di tingkat desa. Temuan wawancara dan FGD menunjukkan bahwa
pendampingan kasus kerap terhambat karena tidak tersedianya anggaran, ketiadaan sarana
transportasi, serta absennya tim resmi yang bertanggung jawab secara khusus. Perangkat desa
sering kali mengalami kebingungan dalam menentukan alur rujukan, yang mengakibatkan
korban tidak memperoleh layanan tepat waktu. Situasi di mana proses hukum berhenti di tengah
jalan akibat rasa takut terhadap stigma memperlihatkan bahwa tanpa penguatan kelembagaan
melalui inovasi seperti Posbakum (Pos Bantuan Hukum), mandat perlindungan yang diberikan
oleh regulasi nasional maupun daerah tidak akan pernah dapat dioperasionalkan secara efektif
di tingkat desa.

Temuan kualitatif mengenai lemahnya akses layanan hukum di Desa Jambenenggang
diperkuat oleh data sekunder yang menunjukkan tingginya prevalensi kasus kekerasan di
wilayah Kecamatan Kebonpedes. Berdasarkan data DP3A Kabupaten Sukabumi Tahun 2024,
tercatat sebanyak 28 kasus kekerasan, dengan Desa Jambenenggang sebagai salah satu desa
penyumbang angka tertinggi. Data ini mengonfirmasi hasil wawancara dan FGD yang
menunjukkan bahwa kasus KDRT di desa tidak bersifat insidental, melainkan mencerminkan
persoalan struktural berupa rendahnya literasi hukum, ketiadaan mekanisme layanan formal,
serta dominasi penyelesaian informal. Dengan demikian, kombinasi data sekunder dan temuan
kualitatif lapangan membuktikan bahwa permasalahan yang dikaji bersifat sistemik dan

membutuhkan intervensi kelembagaan melalui pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa.
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Pembahasan Hasil Penelitian

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kewenangan desa dalam
pencegahan dan penanganan KDRT telah memiliki dasar normatif yang kuat, implementasinya
belum terinstitusionalisasi dalam praktik pelayanan publik desa. Kondisi ini mencerminkan
adanya kesenjangan antara mandat hukum dan kapasitas kelembagaan di tingkat lokal. Tanpa
dasar hukum yang tegas, berbagai program pendampingan, layanan sosial, maupun intervensi
kelembagaan berisiko tidak terarah dan tidak memberikan perlindungan yang optimal. Karena
itu, sebelum menelaah bagaimana penanganan KDRT dilaksanakan di tingkat desa, penting
untuk memahami terlebih dahulu pondasi hukum yang menjadi dasar tindakan pemerintah
dalam mencegah dan menangani kasus KDRT. Pemahaman ini memberikan konteks yang lebih
utuh terhadap praktik penanganan di lapangan.

Analisis terhadap kerangka hukum menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) memiliki dasar normatif yang kuat melalui UU
Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Pasal 11 UU tersebut menegaskan bahwa
“Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.”
Walaupun istilah yang digunakan adalah “Pemerintah,” secara administratif tanggung jawab
tersebut merentang dari level pusat hingga unit pemerintahan paling dekat dengan masyarakat,
yaitu Pemerintah Desa. Dengan demikian, desa bukan hanya pelaksana administratif, tetapi
juga bagian dari struktur negara yang memiliki mandat langsung untuk menyediakan
perlindungan, layanan, dan akses keadilan bagi korban KDRT.

Penegasan kewajiban negara ini diperkuat oleh Pasal 10 UU PKDRT, yang menyebutkan
bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan layanan kesehatan, bantuan
hukum, dan pelayanan sosial bagi korban. Namun, dalam perspektif teori New Institutionalism,
North (1990) memandang institusi sebagai seperangkat aturan formal dan informal yang
membentuk pola interaksi sosial serta membatasi pilihan tindakan aktor dalam suatu sistem
kebijakan. Definisi ini menempatkan institusi sebagai kombinasi antara aturan formal seperti
undang-undang, regulasi, dan struktur organisasi dan pembatas informal seperti norma sosial,
kebiasaan, serta praktik yang hidup dan mengatur perilaku sehari-hari. Keseluruhan elemen
kelembagaan tersebut bukan hanya memengaruhi dinamika interaksi sosial, tetapi juga
mengarahkan, membatasi, dan menjelaskan berbagai opsi tindakan yang dapat diambil individu
maupun organisasi (Lele & Kumorotomo, 2021). Dalam konteks perumusan dan implementasi

kebijakan, perilaku para aktor tidak semata digerakkan oleh kepentingan personal, insentif, atau
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preferensi rasional, melainkan juga dibentuk dan dibatasi oleh struktur hukum dan norma yang
mengatur subsistem kebijakan tertentu.

Dalam kerangka ini, kewajiban hukum sebagaimana diatur UU PKDRT merupakan
aturan formal yang semestinya diinstitusionalisasikan ke dalam perangkat dan praktik kerja
desa misalnya melalui Peraturan Desa, Standar Operasional Prosedur (SOP), serta unit layanan
hukum yang berfungsi sebagai institusi kerja (working institution). Namun, temuan lapangan
menunjukkan bahwa aturan formal tersebut belum diturunkan menjadi aturan operasional lokal,
sehingga menciptakan institutional gap yang berdampak langsung pada rendahnya akses
keadilan korban. Wawancara memperlihatkan bahwa ketika terjadi kasus, perangkat desa
umumnya hanya mengandalkan “pendekatan musyawarah,” membuat surat pernyataan damai,
atau meminta pelaku berjanji untuk tidak mengulangi. Mekanisme semacam ini menegaskan
absennya institusi layanan hukum desa yang mampu menjalankan rule-enforcement secara
memadai sesuai mandat UU PKDRT.

Selain persoalan regulasi, kemandirian ekonomi perempuan, yang didukung oleh akses
ke pekerjaan formal dan pendapatan sendiri, umumnya meningkatkan daya tawar (bargaining
power) dan keberanian mereka untuk melapor atau meninggalkan hubungan yang abusif
(Greulich & Dasré, 2022). Namun, peningkatan kemandirian ini berpotensi memicu "male
backlash" reaksi kekerasan dari pasangan yang merasa kehilangan dominasi, sehingga dalam
beberapa konteks justru dapat meningkatkan risiko kekerasan fisik atau kontrol ekonomi
(Bergvall, 2022). Meskipun demikian, kemandirian ekonomi dapat meningkatkan keberanian
melapor, tetapi hambatan utama bagi perempuan tetap berupa norma informal, tekanan sosial,
dan kekhawatiran terhadap anak. Oleh karena itu, upaya perlindungan yang efektif harus
mengatasi hambatan sosial-budaya ini dan tidak hanya mengandalkan regulasi formal (Del
Campo & Steinert, 2020).

Kelemahan kelembagaan desa dalam menyediakan perlindungan hukum bagi korban
KDRT semakin jelas ketika dianalisis menggunakan teori Akses Keadilan Cappelletti & Garth
(1978), yang menekankan bahwa akses keadilan selalu dihalangi oleh serangkaian hambatan
yang bersifat multidimensi (Storgaard et al., 2023). Hambatan akses terlihat dari beberapa
aspek:

1. Hambatan struktural
Desa tidak memiliki pos bantuan hukum, SOP pelaporan, ataupun petugas khusus
pendampingan. Masyarakat hanya mengandalkan perangkat RT/RW atau tokoh

masyarakat yang cenderung menyelesaikan kasus secara damai.
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2. Hambatan informasional
Banyak warga tidak tahu bahwa kekerasan ekonomi, psikis, dan penelantaran termasuk
KDRT. Bukti wawancara menunjukkan masyarakat “cenderung tertutup,” takut stigma,
dan takut “membuka aib keluarga.”

3. Hambatan kultural
Struktur patriarki dan normalisasi kekerasan membuat korban memilih diam. Korban
perempuan juga takut kehilangan nafkah atau khawatir anak tidak terurus bila suami
dipenjara.

Dalam konteks pelayanan publik, ketiadaan Pos Bantuan Hukum Desa menjadi indikator
lemahnya kapasitas kelembagaan desa dalam menyediakan akses keadilan. Meskipun UU
Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memberikan hak kepada warga negara miskin
untuk mendapatkan bantuan hukum secara gratis. Ketentuan ini secara normatif membuka
ruang bagi desa untuk memfasilitasi akses warga terhadap lembaga bantuan hukum baik
melalui kemitraan formal dengan LBH maupun pembentukan unit layanan desa. Secara
empiris, praktik penanganan KDRT di Desa Jambenenggang masih sangat terbatas dan belum
mengikuti standar layanan hukum yang diamanatkan oleh regulasi nasional. Temuan
wawancara menunjukkan bahwa ketika terjadi kasus, perangkat desa cenderung mengandalkan
pendekatan musyawarah, membuat surat pernyataan damai, atau meminta pelaku berjanji untuk
tidak mengulangi tindakan kekerasan. Pola penanganan seperti ini mengindikasikan ketiadaan
institusi layanan hukum di tingkat desa yang mampu menjalankan fungsi penegakan aturan
(rule-enforcement) secara memadai sebagaimana yang diatur dalam UU PKDRT. Akibatnya,
penanganan kasus lebih bersifat informal dan tidak memberikan jaminan perlindungan yang
kuat bagi korban, terutama dalam kasus kekerasan berulang.

Di sisi lain, kerangka hukum daerah sebenarnya telah memberikan dasar yang kuat bagi
penyelenggaraan layanan hukum di tingkat desa. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi
Nomor 18 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin menegaskan bahwa
pemerintah daerah wajib memastikan ketersediaan layanan bantuan hukum yang dapat diakses
oleh warga, khususnya kelompok rentan. Namun secara empiris, ketentuan tersebut belum
teroperasionalisasi di Desa Jambenenggang. Ketiadaan Peraturan Desa (Perdes), Standar
Operasional Prosedur (SOP), ataupun mekanisme kerja turunan membuat kewenangan
perlindungan tidak berjalan sebagaimana yang diamanatkan regulasi.

Dalam konteks teori kelembagaan North, ini berarti aturan formal (UU PKDRT) tidak

berjalan karena norma informal lebih dominan dibanding regulasi formal. Norma “aib keluarga
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harus ditutup,” “kekerasan fisik dianggap kecil,” dan “kekerasan psikis bukan KDRT”” menjadi
informal constraints yang menghentikan korban melapor meski hukum sudah menjamin
perlindungan. Temuan lapangan juga memperlihatkan bahwa peran BPD, RT/RW, PKK, dan
tokoh agama masih sangat informal, tanpa kerangka kerja hukum yang terstruktur. Misalnya,
RT/RW sering mendampingi korban ke polisi, tetapi tidak memiliki kewenangan formal
maupun pelatihan. Tokoh masyarakat kadang ikut memediasi, namun praktik ini sering
mengaburkan hak-hak hukum korban dan tidak menghasilkan efek jera. Institusi yang tidak
memiliki aturan main yang jelas, struktur peran, mekanisme kepatuhan, serta kapasitas SDM
yang memadai akan sulit menjalankan fungsi perlindungannya.

Selain persoalan kelembagaan dan rendahnya literasi hukum, penelitian ini juga
menemukan ketiadaan layanan pendampingan hukum dan tidak tersedianya rumah aman
(shelter) atau tempat perlindungan sementara yang terstandar memperlihatkan absennya
layanan publik berbasis perlindungan (protective public service) di tingkat desa. Kondisi ini
berdampak langsung pada posisi korban dalam mengambil keputusan, karena korban tidak
memiliki jaminan perlindungan fisik, psikologis, maupun hukum setelah melaporkan kasus
kekerasan. Tanpa dukungan pendampingan hukum dan fasilitas perlindungan sementara,
korban dihadapkan pada dilema struktural antara melanjutkan proses hukum dengan risiko
keselamatan dan stigma sosial, atau tetap bertahan dalam situasi kekerasan demi
mempertahankan keamanan sementara dan stabilitas keluarga. Temuan ini menunjukkan bahwa
ketiadaan layanan pendukung tersebut bukan hanya persoalan teknis, tetapi mencerminkan
kelemahan desain pelayanan publik desa dalam menjamin keberlanjutan perlindungan dan
pemulihan korban KDRT.

Oleh karena itu, hasil penelitian menegaskan bahwa kewenangan desa dalam pencegahan
dan penanganan KDRT sebenarnya telah memiliki dasar normatif yang sangat jelas, tetapi tidak
terwujud dalam praktik karena tidak adanya Peraturan Desa tentang KDRT, tidak tersedianya
Pos Bantuan Hukum, ketiadaan SOP pelaporan, serta absennya unit pelayanan yang terstruktur.
Temuan tersebut sekaligus mengonfirmasi teori kelembagaan North (1990) bahwa kegagalan
institusi bukan disebabkan oleh tidak adanya aturan, melainkan karena aturan tersebut tidak
terinternalisasi ke dalam struktur organisasi, kapasitas, maupun perilaku aktor.

Pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa menjadi kebutuhan mendesak sebagai bentuk
inovasi pelayanan publik yang strategis serta dapat dipahami sebagai inovasi pelayanan publik
yang bersifat strategis. Posbakum desa berfungsi sebagai institusi kerja yang mengintegrasikan

mandat hukum ke dalam praktik pelayanan publik desa, sekaligus menjadi mekanisme untuk
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memperkuat akses keadilan dan perlindungan korban KDRT. Sejalan dengan penelitian
(Abdussamad et al., 2021) yang menunjukkan bahwa peningkatan kualitas dan inovasi
pelayanan publik memiliki hubungan langsung dengan tingkat kepuasan dan kepercayaan
masyarakat terhadap pemerintah. Temuan tersebut menegaskan bahwa inovasi pelayanan
publik tidak hanya berdampak pada aspek teknis penyelenggaraan layanan, tetapi juga
memperkuat persepsi masyarakat terhadap kehadiran negara dan responsivitas pemerintah
dalam menjawab persoalan publik. Dengan diterapkannya Posbakum sebagai inovasi di Desa
Jambenenggang, diharapkan terjadi peningkatan kepuasan masyarakat terhadap kinerja
pemerintah desa. Masyarakat akan merasa lebih terlindungi dan mendapatkan kepastian hukum,
yang pada akhirnya akan memperkuat legitimasi pemerintah desa dalam menjalankan fungsi
pelayanan publiknya.

Dalam konteks inovasi pelayanan publik, efektivitas sebuah program sangat bergantung
pada bagaimana informasi tersebut dikomunikasikan kepada masyarakat. (Hanafi, 2020)
menekankan bahwa efektivitas inovasi pelayanan publik sangat ditentukan oleh
kemampuannya dalam membangun komunikasi, transparansi, dan relasi kepercayaan antara
pemerintah dan masyarakat. Studi Hanafi mengenai inovasi pelayanan publik berbasis konten
website Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa inovasi
layanan berfungsi sebagai media penghubung yang memperkuat legitimasi pemerintah daerah.
Meskipun berbentuk berbeda, Posbakum Desa di Desa Jambenenggang memiliki fungsi yang
sepadan, yaitu sebagai kanal pelayanan dan komunikasi langsung antara warga dan negara.
Melalui Posbakum, masyarakat khususnya korban KDRT dapat mengakses informasi hukum,
pendampingan, dan mekanisme rujukan secara lebih mudah, sehingga memperkecil jarak
birokratis dan sosial yang selama ini menjadi penghalang utama akses keadilan.

Dengan demikian, pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa tidak hanya dapat dipandang
sebagai pemenuhan kewajiban normatif negara, tetapi juga sebagai strategi inovasi pelayanan
publik yang berorientasi pada peningkatan kualitas layanan, penguatan kepercayaan
masyarakat, dan penguatan kapasitas kelembagaan desa. Posbakum Desa di Desa
Jambenenggang berpotensi menjadi instrumen pelayanan publik yang tidak hanya memperluas
akses keadilan, tetapi juga memperkuat legitimasi dan kinerja pemerintahan desa dalam
menangani persoalan sosial yang kompleks seperti KDRT. Novelty penelitian ini terletak pada
analisis kelembagaan hukum desa sebagai instrumen inovasi pelayanan publik dalam
pencegahan KDRT. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang menitikberatkan pada layanan

terpadu di tingkat daerah atau pendekatan pemberdayaan masyarakat, penelitian ini secara
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spesifik menempatkan desa sebagai arena utama pembentukan institusi hukum formal yang

berkelanjutan dalam kerangka local governance.

KESIMPULAN

Hasil penelitian secara menyeluruh menunjukkan bahwa layanan hukum terkait KDRT
di Desa Jambenenggang masih berada pada level yang sangat terbatas dan belum terintegrasi
ke dalam sistem kelembagaan desa. Meskipun dasar hukum seperti UU PKDRT, UU Bantuan
Hukum, Perda Sukabumi No. 18/2018, dan Perbup 33/2022 telah memberikan mandat yang
jelas, implementasinya belum terwujud dalam bentuk Perdes, SOP, perangkat layanan, maupun
unit operasional desa. Analisis menunjukkan bahwa lemahnya akses keadilan bagi korban
KDRT dipengaruhi oleh kombinasi faktor struktural, informasional, dan kultural. Rendahnya
literasi hukum masyarakat, dominasi norma sosial yang menempatkan KDRT sebagai urusan
privat, serta ketergantungan pada mekanisme penyelesaian informal mengakibatkan korban
khususnya perempuan dan anak tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai.
Temuan ini menegaskan bahwa desa, sebagai unit pemerintahan terdekat dengan warga, belum
berfungsi sebagai institusi pelayanan publik yang mampu menjamin hak dasar korban atas
perlindungan dan akses keadilan.

Secara teoretis, temuan penelitian ini memperkuat perspektif New Institutionalism,
khususnya gagasan bahwa keberadaan aturan formal tidak secara otomatis menghasilkan
perubahan perilaku dan praktik kebijakan apabila tidak didukung oleh institusi kerja yang
operasional. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dengan menunjukkan bahwa Pos
Bantuan Hukum Desa dapat dipahami sebagai “working institution” yang berfungsi
menjembatani kesenjangan antara aturan formal dan norma informal dalam konteks pelayanan
publik desa. Dengan menempatkan desa sebagai arena utama institusionalisasi kebijakan
perlindungan hukum, penelitian ini memperluas kajian Administrasi Publik dan tata kelola
lokal yang selama ini lebih banyak berfokus pada level pemerintah daerah atau lembaga layanan
terpadu. Temuan ini memperkaya literatur mengenai hubungan antara desain kelembagaan
desa, inovasi pelayanan publik, dan perlindungan hak warga dalam konteks local governance.

Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa
(Posbakum Desa) sebagai instrumen strategis pelayanan publik untuk menjembatani
kesenjangan antara regulasi dan praktik perlindungan hukum di tingkat lokal. Didukung oleh
Peraturan Desa, Standar Operasional Prosedur penanganan KDRT, serta jejaring kerja dengan

DP3A, aparat penegak hukum, dan lembaga bantuan hukum, Posbakum Desa berfungsi sebagai

Pelayanan Publik Pembentukan Posbakum: Mencegah Kekerasan dalam Rumah Tangga di Desa Jambenenggang

(Fawwaz)
https://doi.org/10.21831/efisiensi.v23i1.93917



https://doi.org/10.21831/efisiensi.v23i1.93917

Jurnal Efisiensi : Kajian Ilmu Administrasi

Edisi Februari 2026, Volume 23, Nomor 1, ISSN 1412-1131, e-ISSN 2528-5750, Halaman 17-35.

mekanisme formal yang menyediakan konsultasi hukum, pendampingan korban, rujukan kasus,
dan edukasi publik secara terintegrasi. Keberadaan Posbakum Desa memastikan kepastian
layanan, memperkuat koordinasi antar-aktor, dan menjamin keberlanjutan perlindungan korban
KDRT. Dengan demikian, penguatan kelembagaan hukum desa melalui Posbakum menjadi
kunci kebijakan untuk mentransformasikan penanganan KDRT dari pendekatan informal
menuju sistem pelayanan publik yang berbasis hak dan kelembagaan yang berkelanjutan,

sekaligus meningkatkan akses keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.
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